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Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota 

Batam Tahun 2021 ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas perjanjian kinerja Dinas 

Komunikasi dan Informatika Kota Batam yang memuat rencana, capaian, dan realisasi indikator 

kinerja dari sasaran strategis. Sasaran dan indikator kinerja termuat dalam Renstra Dinas 

Komunikasi dan Informatika Kota Batam Tahun 2016-2021. Untuk mencapai sasaran tersebut, 

ditempuh dengan melaksanakan strategi, kebijakan, program dan kegiatan seperti telah dirumuskan 

dalam rencana strategis.  

Ringkasan prestasi kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam yang dihasilkan 

di tahun 2021 berdasarkan sasaran strategis “Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan 

Pelayanan Publik yang baik dan transparan berbasis Data Perencanaan Pembangunan Daerah 

dan TIK” dapat digambarkan digambarkan melalui indikator sebagai berkut :  

1. Indikator pertama : Persentase data penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang 

terintegrasi, capaian kinerja sampai dengan akhir Bulan Desember 2021 adalah 72,73%; 

2. Indikator kedua : Nilai Keterbukaan Informasi Publik Bagi Badan Publik Level Kabupaten Kota, 

capaian kinerja sampai dengan akhir Bulan Desember 2021 adalah 91; 

3. Indikator ketiga : Presentase pemenuhan data dalam perencanaan pembangunan daerah, capaian 

kinerja sampai dengan akhir Bulan Desember 2021 adalah 100 %. 

Di luar indikator sasaran strategis diatas, pencapaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika 

Kota Batam ditunjukkan dengan beberapa penghargaan yang diperoleh, yaitu 

1. Piagam penghargaan Gubernur Kepulauan Riau Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Tahun 

2021(24 September 2021); 

2. Penghargaan dari Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Riau Anugerah Keterbukaan Informasi 

Publik dengan kategori INFORMATIF(8 Desember 2021); 

3. Peringkat III Kategori Berita, Media Centre Kabupaten/Kota Teraktif Berkontribusi dari 

Kementerian Kominfo RI(27 Desember 2021); 

4. Evaluasi Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) dari Kementerian PAN-RB Republik 

Indonesia dengan kategori Baik(31 Desember 2021); 

Selain 2 jenis penghargaan tersebut diatas, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam juga 

turut andil dalam mendukung penyiapan aplikasi JDIH sehingga Kota Batam mendapat 
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penghargaan sebagai Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum(JDIH) terbaik, baik di 

tingkat Provinsi maupun di Tingkat Nasional. 

Evaluasi atas pencapaian kinerja dan permasalahan yang ditemui pada setiap sasaran 

menunjukkan beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian bagi Dinas Komunikasi dan 

Informatika Kota Batam ke depan, sebagai berikut:  

1. Penentuan skala prioritas yang lebih mendalam terkait banyaknya rasionalisasi anggaran karena 

pandemic Covid 19 yang masih berlangsung. 

2. Membantu Pemerintah Kota Batam agar Sistem Evaluasi Pemerintah Berbasis 

Elektronik(SPBE) dapat berjalan maksimal. 

3. Sehubungan dengan perkembangan teknologi yang terjadi Dinas Komunikasi dan Informatika 

Kota Batam dapat membantu Masyarakat mendapatkan informasi tentang Kota Batam, baik 

dalam hal Industri, Pariwisata dan lainnya. 

Hasil evaluasi yang disampaikan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini penting 

dipergunakan sebagai pijakan bagi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam dalam perbaikan 

kinerja di tahun yang akan datang.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
v 

 

 

  ........................................................................................................................................ i 

 .................................................................................................................................... iii 

 ................................................................................................................................................ v 

BAB I ................................................................................................................................................. 1 

1.1. Susunan Organisasi ................................................................................................................. 2 

1.2 Tugas Pokok dan Fungsi .......................................................................................................... 3 

1.3 Isu-isu Strategis ....................................................................................................................... 4 

1.4 Keadaan Pegawai ..................................................................................................................... 5 

1.5 Sarana dan Prasarana ............................................................................................................... 7 

1.6 Keuangan ................................................................................................................................. 8 

1.7 Sistematika Laporan Kinerja Instansi Pemerintah .............................................................. 9 

BAB II ............................................................................................................................................. 12 

2.1 Visi Misi OPD ....................................................................................................................... 12 

2.2 Tujuan dan Sasaran ................................................................................................................ 13 

2.3 Strategi dan Kebijakan ...................................................................................................... 14 

2.4 Indikator Kinerja Utama ........................................................................................................ 14 

2.5 Perjanjian Kinerja .................................................................................................................. 15 

2.6 Program dan Kegiatan ........................................................................................................... 16 

BAB III ............................................................................................................................................ 18 

3.1 Capaian Kinerja Organisasi ................................................................................................... 18 

3.2 Realisasi Anggaran ................................................................................................................ 19 

3.3 Evaluasi Kinerja .................................................................................................................... 20 

BAB IV ............................................................................................................................................ 32 

4.1 Umum .................................................................................................................................... 32 

4.2 Permasalahan dan Solusi Pencapaian Kinerja. ...................................................................... 33 

 



 1 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

Dalam penyelenggaraan negara setiap program dan kegiatan yang 

dilaksanakan, harus bisa di pertanggung jawabkan  kinerja atau hasil  akhirnya  kepada 

masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan  tertinggi negara sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan TAP MPR XI/1998 dan Undang-Undang 

Nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas KKN, 

dimana pelaporan di lakukan secara periodik. 

Akuntabilitas merupakan kewajiban pemerintah sebagai pemegang  amanah 

kepada masyarakat sebagai pemberi amanah untuk memberi pertanggung jawaban, 

penyajian, pelaporan, pengungkapan segala aktifitas dan kegiatan yang menjadi 

tanggung jawabnya, pemerintah bertindak sebagai pelaku, pemberi informasi untuk 

memenuhi hak-hak publik, yaitu hak untuk tahu, baik itu diberi informasi dan hak untuk 

didengar aspriasinya. Perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk 

mempertanggung jawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan 

kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka 

mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran atau target kinerja. 

Dokumen LKjIP yang berisikan gambaran perwujudan akuntabilitas kinerja, 

yaitu pertanggung jawaban kinerja suatu instansi pemerintah dalam mencapai tujuan 

dan sasaran strategis instansi pemerintah yang disusun dan disampaikan secara 

sistematik dan melembaga. 

Pentingnya LKjIP untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada 

pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai. Kemudian sebagai 

upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan 

kinerjanya. 

 Dengan disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Komunikasi 

dan Informatika Kota Batam Tahun 2021 diharapkan dapat :  

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja 

yang telah dan seharusnya dicapai oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota 

Batam. 
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2.  Mendorong Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam didalam 

melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan benar yang didasarkan pada 

peraturan perundangan, kebijakan yang transparan dan dapat 

dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. 

3. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Dinas Komunikasi dan 

Informatika Kota Batam untuk meningkatkan kinerjanya. 

4. Memberikan kepercayaan kepada masyarakat terhadap Dinas Komunikasi dan 

Informatika Kota Batam di dalam pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka 

peningkatan kesejahteraan masyarakat. 

1.1. Susunan Organisasi 

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Batam nomor 10 tahun 2016 Tentang 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Walikota Batam Nomor 

57 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Batam Nomor 54 Tahun 

2016 Tentang Tugas Pokok, Fungsi Dan Uraian Tugas Dinas Komunikasi Dan 

Informatika, Struktur Organisasi  Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam 

sebagai berikut dibawah ini; 

 

   STRUKTUR ORGANISASI 
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 

            KOTA BATAM 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KEPALA DINAS 

UPT 

PEJABAT FUNGSIONAL 
 

SEKRETARIS 

SUB BAGIAN 
KEUANGAN 

SUB BAGIAN UMUM 
DAN KEPEGAWAIAN 

 

SUB BAGIAN 
PERENCANAAN  
DAN PROGRAM  

KASI PEMBERITAAN 

KASI PUBLIKASI 

KASI DOKUMENTASI  

BIDANG KOMUNIKASI 
DAN KEHUMASAN 

KASI PENGELOLAAN 
ASPIRASI  DAN KEMITRAAN  

KASI LAYANAN INFORMASI 
PUBLIK 

KASI PERSANDIAN 

BIDANG PENGELOLAAN 
INFORMASI PUBLIK DAN 

PERSANDIAN 

 

KASI INFRASTRUKTUR 
DAN TEKNOLOGI 

KASI TATA KELOLA 
 E-GORVERNMENT 

KASI PENGEMBANGAN 
APLIKASI 

BIDANG 
PENYELENGGARAAN E-

GOVERNMENT 

KASI PENGUMPULAN 
DATA STATISTIK 

SEKTORAL 

KASI ANALISIS DAN 
PENGELOLAAN DATA 
STATISTIK SEKTORAL 

KASI KERJASAMA DAN 
PENERANGAN STATISTIK 

SEKTORAL 

BIDANG STATISTIK 
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1.2 Tugas Pokok dan Fungsi 

 Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan 

Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2016 Nomor 10, 

Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 108);dan Peraturan Walikota Batam 

Nomor 57 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Batam nomor 54 

Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, fungsi dan uraian tugas Dinas Komunikasi dan 

Informatika. 

Tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam adalah 

sebagai berikut: 

1. Tugas Pokok 

Dinas komunikasi dan Informatika merupakan  Dinas Tipe A, dimana Dinas yang 

dibentuk untuk mewadahi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi 

kewenangan daerah dengan beban kerja yang besar, terdiriatas 1 (satu) Sekretariat 

dengan 3 (tiga) Sub bagian, paling banyak 4 (empat) bidang dengan masing-masing 

paling banyak 3 (tiga); 

Mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah di Bidang 

Penyelenggaraan E-Government, Bidang Statistik, Bidang Komunikasi dan 

kehumasan, Bidang Pengelolaan Informasi Publik dan Persandian serta 

Sekretariat. 

2. Fungsi 

Dalam melaksanakan tugas, Dinas Komunikasi dan Informatika menyelenggarakan 

fungsi sebagai berikut:  

 Perumusan kebijakan teknis di Bidang Komunikasi dan Kehumasan, Bidang 

Pengelolaan Informasi Publik dan Persandian, Bidang Penyelenggaraan E-

Government, Bidang Statistik; 

 Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum Bidang 

Komunikasi dan Kehumasan, Bidang Pengelolaan Informasi Publik dan 

Persandian, Bidang Penyelenggaraan E-Government, Bidang Statistik; 

 pembinaan dan pelaksanaan di Bidang Komunikasi dan Kehumasan, Bidang 

Pengelolaan Informasi Publik dan Persandian, Bidang Penyelenggaraan E-

Government, Bidang Statistik; 

 Pengelolaan ketatausahaan Dinas; dan 
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 Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan tugas 

dan fungsinya. 

1.3 Isu-isu Strategis 

Eksistensi sebuah institusi bergantung sejauh mana institusi tersebut mampu 

mengenali dan merespon isu strategis dengan berbagai kebijakan dan tindakan yang 

tepat setelah memperhatikan faktor eksternal, internal termasuk tantangan, kekuatan 

dan kelemahan yang ada. Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam sebagai 

lembaga yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang komunikasi dan informatika di 

daerah tersebut maka ke depan dapat disimpulkan isu-isu strategis yang berkembang 

adalah : 

1. Pengembangan data center yang menjadi pusat data Pemerintah Kota Batam 

2. Pengembangan dan penguatan infrastruktur jaringan internet dan intranet 

Pemerintah Kota Batam 

3. Pengembangan implementasi e-Government Pemerintah Kota Batam 

4. Pengembangan aplikasi layanan publik berbasis android 

5. Pengembangan penyediaan layanan informasi webite online 

6. Pengembangan jaringan komunikasi data yang aman 

7. Penataan  sistem informasi, aplikasi dan database yang terintegrasi dilingkungan 

Pemerintah Kota Batam 

8. Pembentukan kelompok informasi masyarakat guna penyebaran, penyediaan dan 

pemanfaatan informasi, yang dilaksanakan oleh pemerintah secara aktif, 

mengumpulkan informasi yang bermanfaat untuk dapat diakses oleh masyarakat, 

yang secara aktif dapat menggali, mengolah dan menyebarkan informasi secara 

bertanggung jawab 

9. Ketersediaan layanan informasi publik yang berkualitas yang dapat diakses oleh 

masyarakat dengan mudah dan cepat. 

10. Pengembangan sumber daya aparatur di lingkungan Dinas Komunikasi, dan 

Informatika Kota Batam yang menguasai teknologi informasi. 

 

 

 



 5 

1.4 Keadaan Pegawai 

1. Kondisi Riil Pegawai Berdasarkan Jabatan, Golongan, Tingkat Pendidikan dan 

Jenis Kelamin 

Dalam rangka menjalankan kegiatan administrasi dan operasionalnya, Dinas 

Komunikasi dan Informatika Kota Batam terhitung per Desember 2021 didukung 

oleh pegawai sebanyak 32 orang PNS, 6 orang tenaga honorer, 2 orang Tenaga 

Ahli Humas, 18 orang Tenaga Ahli IT, 12 orang Operator CCTV dan Call Center 

112, 6 orang tenaga photografer, 1 orang tenaga videografer, 6 orang tenaga 

jurnalis yang dituangkan dalam tabel berikut : 

Tabel 1.1. Komposisi jumlah karyawan berdasarkan Eselon 

 

Eselon Jumlah 

II 1 

III 4 

IV 15 

Non Eselon 12 

 

Tabel 1.2. Komposisi jumlah karyawan berdasarkan Pangkat dan Golongan 

 

Jabatan Golongan Ruang Jumlah (orang) 

Kepala Dinas Pembina Tingkat I, IV/b 1 

Sekretaris Pembina Tingkat I, IV/b 1 

Kepala Bidang Penata Tk, III/c 1 

 Penata Tk I, III/d 3 

Kepala Seksi Penata Tk I, III/d 7 

 
Penata, III/c + Penata Muda Tk 
I/IIIb 

5 

Kepala Sub. Bagian Penata Tk I, III/d 3 

Staff Penata Muda Tk I, III/b 4 

 Penata Muda, III/a 2 

 Pengatur Tk. I, II/d 1 

 Penata, III/c 2 
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 Penata Tk I /IIId 2 

Sumber Data : Sub Bag Umum & Kepegawaian, Desember 2020 

Tabel 1.4 Komposisi pegawai menurut jenis kelamin Tahun 2020 

 

Jenis Kelamin Jumlah Persentase 

Laki - Laki 22 68.75 

Perempuan 10 31.25 

Jumlah 32 100% 

 

2. Jumlah Ideal Pegawai Dibandingkan Dengan Beban Kerja 

 

Tabel 1.5. Jumlah Ideal Pegawai Dibandingkan Dengan Beban Kerja 

 

No Kelompok Jabatan/Subbag/Seksi 
Jumlah Pegawai 

Eksisting Ideal 

1 Kepala Dinas 1 1 

2 Jabatan Fungsional   

3 Sekretariat 9 18 

4 Bidang Komunikasi dan Kehumasan 6 7 

5 Bidang Pengelolaan Informasi Publik dan Persandian 5 27 

6 Bidang Penyelenggaraan E-Government 6 34 

7 Bidang Statistik 5 10 

Jumlah 32 97 

 

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa jumlah pegawai Dinas Komunikasi dan 

Informatika Kota Batam belum memenuhi jumlah ideal pegawai dibandingkan 

dengan beban kerja walau sudah menyertakan jumlah tenaga bantuan dan tenaga 

teknis yang ada. 
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1.5 Sarana dan Prasarana 

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam memiliki dukungan sarana dan 

prasarana perkantoran yang meliputi : 

 

Tabel 1.6 Sarana dan Prasarana Perkantoran 

 

No Jenis Barang Jumlah Jumlah Ideal 

1. 
 

2. 
 

3. 
 

4. 
 

5. 
 

6. 
 

7. 
 

8. 
 

9. 
 

10. 
 

11. 
 

12. 
 

13. 
 

14. 
 

15. 
 

16. 
 

17. 
 

20. 
 

21. 
 

22. 

Kendaraan Roda Empat 
 
Kendaraan Roda Dua 
 
Ruang Rapat 
 
Komputer 
 
Printer 
 
Notebook 
 
Mesin Faximile 
 
Meja Kerja 
 
Kursi Kerja 
 
Meja Rapat 
 
Kursi Rapat 
 
Almari 
 
AC 
 
Acces Point 
 
Swicth 
 
UPS 
 
Server 
 
Tiang FO 
 
CCTV 
 
Alat Pemotong Kertas 

 
6 
 

1 
 

2 
 

61 
 

14 
 

9 
 

1 
 

56 
 

64 
 

3 
 
- 
 

34 
 

21 
 

6 
 

20 
 

19 
 

13 
 

20 
 

43 
 

1 

 
7 
 

2 
 

2 
 

70 
 

35 
 

10 
 

1 
 

60 
 

70 
 

3 
 

20 
 

35 
 

25 
 

10 
 

20 
 

20 
 

13 
 

20 
 

50 
 

3 
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No Jenis Barang Jumlah Jumlah Ideal 

 
23. 

 
24. 

 
25. 

 
26. 

 
27. 

 
Brankas 
 
Bracket TV 
 
Kamera 
 
LCD Projector 
 
White board 

 
1 
 

2 
 

24 
 

2 
 

1 
 

 
1 
 

5 
 

30 
 

2 
 

1 

 

Keterangan : 

Secara umum jumlah barang yang dimiliki oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota 

Batam sudah ideal dengan kebutuhan barang untuk menunjang beban kerja Dinas 

Komunikasi dan Informatika Kota Batam, akan tetapi perlu dilakukan perubahan 

terhadap perangkat komputer untuk spesifikasi yang lebih tinggi untuk menunjang 

kegiatan. Hal ini dikarenakan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam menjadi 

penunjang utama untuk kegiatan Pemerintah Kota Batam yang berhubungan Sistem 

Pemerintah Berbasis Elektronik sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan 

Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik dan 

diperkuat oleh Peraturan Walikota Batam Nomor 40 Tahun 2021 tentang Sistem 

Pemerintah Berbasis Elektronik di lingkungan Pemerintah Kota Batam. 

Sumber Data : Sub Bag Umum & Kepegawaian dan Sub Bag Keuangan, Desember 2020 

 

 

1.6 Keuangan 

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam berdasarkan APBD-P Tahun Anggaran 

2021 mendapatkan anggaran sebesar Rp. 18.747.925.744,- (Delapan Belas Milyar 

Tujuh Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Lima Ribu Tujuh 

Ratus Empat Puluh Empat Rupiah) yang terdiri dari Anggaran Belanja Operasi 

sebesar Rp. 18.195.977.244,- (Delapan Belas Milyar Seratus Sembilan Puluh Lima 

Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Empat Puluh Empat Rupiah) 

dan Anggaran Belanja Modal sebesar Rp. 551.948.500 (Lima Ratus Lima Puluh Satu 

Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Rupiah), untuk lebih 

jelasnya kami sajikan dalam disajikan dalam tabel berikut : 
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Tabel 1.7 Anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam Tahun 2021 

 

Program/Kegiatan Anggaran (DPPA) 

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 

Kegiatan : 

1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 

2. Administrasi Umum Perangkat Daerah 

3. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 

4. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 

5. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 

 

Program Informasi dan Komunikasi Publik 

Kegiatan :  

1. Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah 

Kabupaten/Kota Administrasi Umum Perangkat Daerah 

 

Program Aplikasi Informatika 

Kegiatan :  

1. Pengelolaan Nama Domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat 

dan Sub Domain di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota 

2. Pengelolaan E-Government di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota 

 

Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral 

Kegiatan :  

1. Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota 

 

Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi 

Kegiatan :  

1. Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah 

Daerah Kabupaten/Kota 

Rp. 7.587.742.904,- 

 

Rp. 6.629.496.624,- 

Rp. 396.308.300,- 

Rp. 286.763.500,- 

Rp. 104.072.480,- 

Rp. 171.102.000,- 

 

Rp. 6.722.335.840,- 

 

Rp. 6.722.335.840,- 

 

 

Rp. 4.361.049.000,- 

 

Rp. 2.456.655.000,- 

 

Rp. 1.904.394.000,- 

 

Rp. 11.005.000,- 

 

Rp. 11.005.000,- 

 

Rp. 65.793.000,- 

 

Rp. 65.793.000,- 

 

 

1.7 Sistematika Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 

Sistematika penulisan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Komunikasi 

dan Informatika Kota Batam tahun 2021 adalah sebagai berikut : 

Ringkasan Eksekutif memuat: 

1. Pada bagian ini disajikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana 

strategis serta sejauh mana instansi pemerintah mencapai tujuan dan sasaran 

utama tersebut serta kendala-kendala yang dihadapi dalam pencapaiannya; 
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2. Langkah-langkah apa yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut dan 

langkah antisipatif untuk menanggulangi kendala yang mungkin akan terjadi pada 

tahun mendatang. 

3. Disebutkan pula apa saja pencapaian Dinas Komunikasi dan Informatika Kota 

Batam pada Tahun 2021 dengan dibuktikan adanya penghargaan yang didapat 

Oleh Pemerintah Kota Batam, baik oleh dDinas Komunikasi dan Informatika Kota 

Batam sendiri ataupun sebagai supporting untuk Perangkat daerah lainnya yang 

ada di Pemerintah Kota Batam.  

BAB I PENDAHULUAN 

Dalam bab ini memuat tentang alasan disusun LKjIP/manfaat LKjIP, Struktur 

Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam, 

Potensi yang menjadi ruang lingkup PD dan Sistematika penulisan LKIP. 

BAB II PERENCANAAN KINERJA 

Pada bagian ini disajikan gambaran singkat mengenai rencana strategis, dan dan 

perjanjian kinerja. Pada awal bab disajikan gambaran secara singkat sasaran 

utama yang ingin diraih instansi pada tahun yang bersangkutan serta bagaimana 

kaitannya dengan capaian visi dan misi Kepala Daerah. 

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 

Pada bagian ini disajikan uraian hasil pengukuran kinerja, evaluasi, dan analisis 

akuntabilitas kinerja. Termasuk didalamnya menguraikan secara sistematis 

pembandingan data kinerja secara memadai, keberhasilan/kegagalan, dan 

permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil. 

Disajikan pula akuntabilitas keuangan dengan cara menyajikan rencana dan 

realisasi anggaran bagi pelaksanaan tugas dan fungsi atau tugas-tugas lainnya 

dalam rangka mencapai sasaran organisasi yang telah ditetapkan, termasuk 

analisis tentang capaian indikator kinerja dan efisiensi. 

BAB IV PENUTUP 

Pada bagian ini dikemukakan simpulan secara umum tentang 

keberhasilan/kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan 

kinerja instansi yang bersangkutan serta strategi pemecahan masalah. 
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LAMPIRAN 
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BAB II 

PERENCANAAN KINERJA 

 

Sebagaimana telah diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 

tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, disebutkan bahwa dalam 

penyelenggaraan pemerintahan, baik pemerintahan pusat maupun pemerintahan daerah 

mulai dari eselon III, dan eselon II ke atas wajib menetapkan/merumuskan Rencana 

Strategis. 

Rencana Strategis sebagai dasar dalam penyusunan laporan pertanggung jawaban 

atas keberhasilan dan atau kegagalan Perangkat Daerah (PD) dalam pelaksanaan tugas 

dan fungsinya masing-masing. Rencana Strategis mengandung Visi, Misi, Tujuan, 

Sasaran, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan yang realistis dengan mengantisipasi 

perkembangan masa depan. 

Rencana Strategis dibuat dengan tujuan untuk memberikan pedoman dan fasilitasi 

dalam penyelenggaraan pemerintahan umum demi tercapainya akuntabilitas kinerja. 

Dengan ditetapkannya Rencana Strategis melalui Surat Keputusan Walikota Batam 

Nomor : KPTS.69-1/HK/I/2017 tanggal 30 Januari 2017 tentang  Penetapan Renstra OPD, 

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam telah menetapkan arah perkembangan 

organisasi dengan pemahaman dan respon dari organisasi perangkat daerah lainnya dan 

Stakeholder. 

 

2.1 Visi Misi OPD 

Sesuai dengan Visi dan Misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 

(RPJMD) Kota Batam periode 2016-2021, maka Dinas Komunikasi dan Informatika Kota 

Batam menetapkan; 

 

Visi “Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis 

TIK yang terintegrasi dan Mudah Diakses Masyarakat”.   

Upaya mewujudkan Visi tersebut, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam 

merumuskannya kedalam 4 (empat) Misi yang merupakan penggambaran visi dan 

memberikan arah sekaligus batasan dalam pencapaian tujuan.   
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Misi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam adalah : 

Mewujudkan implementasi e-Government guna mendorong percepatan integrasi 

layanan publik dan kepemerintahan; 

Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan 

Pemerintah Kota Batam untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas; 

Menyelenggarakan statistik sektoral guna mendukung satu data pemerintah kota 

dalam perencanaan pembangunan daerah;  

Menyelenggarakan persandian untuk pengamanan informasi di lingkungan 

Pemerintah Kota Batam. 

2.2 Tujuan dan Sasaran 

Tujuan 

Mengacu pada Visi dan Misi Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan, maka Tujuan 

Jangka menengah Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam selama 5 tahun 

anggaran adalah : “Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan 

pelayanan publik dengan pemanfaatan TIK”. 

Sasaran Strategis 

Mengacu pada tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran yang hendak dicapai atau 

dihasilkan dalam kurun waktu lima tahun adalah sebagai berikut : 

Tabel 2.1 
Sasaran Jangka Menengah 

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam 

 

Sasaran Indikator Satuan 
Target Tahunan 

1 2 3 4 5 6 

Meningkatnya 
penyelenggaraan 
pemerintahan dan 
pelayanan publik 
yang baik 
berbasis TIK 

Persentase Integrasi Layanan 

Publik dan Kepemerintahan 

 42% 46% 52% 53% 57% 61% 

Persentase perangkat daerah yang 

telah menggunakan sandi dalam 

komunikasi perangkat daerah 

 0% 0.33

% 

5% 10% 15% 50% 

Meningkatnya 

pengelolaan dan 

pelayanan 

informasi publik 

yang aktual dan 

faktual 

Nilai Keterbukaan Informasi bagi 

badan publik level Kabupaten/Kota 

 88  88.33 88.6 89 90 90 

Persentase pemenuhan data 

statistik sektoral dalam 

perencanaan pembangunan 

 0% 5% 13% 60% 80% 100% 
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2.3 Strategi dan Kebijakan 

 

Dalam mencapai Tujuan dan Sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kota 

Batam menetapkan strategi dan arah kebijakannya.  

Hal tersebut dapatdilihat dalam tabel sebagai berikut :  

Tabel 2.2 
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan 

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam 
 

Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan 

Meningkatkan 
kualitas 
penyelenggaraan 
pemerintahan dan 
pelayanan publik 
dengan 
pemanfaatan TIK 

Meningkatnya 
penyelenggaraan 
pemerintahan 
dan pelayanan 
publik yang baik 
berbasis TIK 

Membangung E-Government yang 
aplikatif 

Menyajikan layanan 
informasi yang akurat 
dan akuntabel melalui 
analisis data sektoral 

Membangun aplikasi berbasis 
kebutuhan publik 

Meningkatnya 
pengelolaan dan 
pelayanan 
informasi publik 
yang aktual dan 
faktual 

Meningkatkan diseminasi informasi 
melalui pendayagunaan media 
informasi untuk mengurangi 
kesenjangan informasi 

Menyajikan layanan informasi yang 
akurat dan akuntabel melalui 
analisis data sektoral 

 

2.4 Indikator Kinerja Utama 

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam telah menetapkan Indikator Kinerja 

Utama (IKU) sebagai ukuran keberhasilan dalam mencapai sasaran strategis. Dinas 

Komunikasi dan Informatika Kota Batam menetapkan Indikator Kinerja Utama pada tabel 

berikut : 

Tabel 2.4 
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan 

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam 
 

Tujuan Sasaran Indikator 

Meningkatkan kualitas 
penyelenggaraan 
pemerintahan dan 
pelayanan publik dengan 
pemanfaatan TIK 

Meningkatnya 
penyelenggaraan 
pemerintahan dan pelayanan 
publik yang baik berbasis TIK 

Indeks SPBE 

Persentase Integrasi Layanan Publik dan 
Kepemerintahan 

Persentase perangkat daerah yang telah 
menggunakan sandi dalam komunikasi 
perangkat daerah 

Meningkatnya pengelolaan 
dan pelayanan informasi 
publik yang aktual dan 
factual 

Nilai Keterbukaan Informasi bagi badan 
publik level Kabupaten/Kota 

Persentase pemenuhan data statistik 
sektoral dalam perencanaan pembangunan 
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2.5 Perjanjian Kinerja 

 Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan 

instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan 

program kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja yang merupakan amanat dari 

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 dan peraturan Menteri Pendayagunaan 

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 

tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata Cara Reviu atas 

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. 

Perjanjian kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang mempresentasikan 

tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu 

tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Dalam 

menyusun Perjanjian Kinerja, indikator kinerja dan target yang diperjanjikan adalah 

Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung yang telah 

ditetapkan dan diintegrasikan dalam Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika 

Kota Batam Tahun 2016-2021. 

Perjanjian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam tahun 2021 adalah 

sebagai berikut : 

Tabel 2.5 
Perjanjian Kinerja 

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam 
 

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target 

1. Meningkatnya 
penyelenggaraan 
pemerintahan dan 
pelayanan publik 
yang baik dan 
transparan berbasis 
data perencanaan 
pembangunan 
daerah dan TIK 

Persentase data penyelenggaraan pemerintahan 
pelayanan publik yang terintegrasi. 

77 % 

Persentase Layanan Pemerintahan dan Layanan Publik 
yang memanfaatkan teknologi Informasi 

77 % 

Persentase Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan 
Sandi Dalam Komunikasi Perangkat Daerah 

50 % 

Nilai Keterbukaan Informasi Publik bagi Badan Publik Level 
Kabupaten/Kota 

90 % 

Persentase Kepuasan Masyarakat yang Memperoleh 
Layanan Informasi 

85 % 

Persentase pemenuhan data statistik sektoral dalam 
perencanaan pembangunan daerah 

100 % 
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2.6 Program dan Kegiatan 

Dalam mencapai tujuan dan sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika, maka ditetapkan 

5 (lima) program OPD, 3 (tiga) program yang menjadi program prioritas dan 2 (dua) 

program pendukung, yaitu : 

1. Program Informasi dan Komunikasi Publik, didukung 1 (satu) kegiatan : 

 Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah 

Kabupaten/Kota. 
 

2. Program Aplikasi Informatika, didukung 2 (dua) kegiatan : 

 Kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat 

dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; 

 Kegiatan Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah 

Kabupaten/Kota. 
 

3. Program Penyelenggaran Statistik Sektoral, didukung 1 (satu) kegiatan : 

 Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Pemerintah Daerah 

Kabupaten/Kota. 
 

4. Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi, didukung 1 

(satu) kegiatan : 

 Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah 

Daerah Kabupaten/Kota. 

5. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, didukung 5 (lima) 

kegiatan : 

 Kegiatan Administrasi Keuangan Pemerintah Daerah; 

 Kegiatan Administrasi Umum Pemerintah Daerah; 

 Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah; 

 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah; 

 Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah 

Daerah. 
 

Selanjutnya uraian Rumusan Program dan Kegiatan diatas dapat dilihat lebih jelas pada 

table dibawah ini; 
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Tabel 2.6 
Program dan Kegiatan 

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam 
 

No. Program Kegiatan 

1 
Program Informasi dan 

Komunikasi Publik 

 

Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah 

Daerah Kabupaten/Kota 
 

2 Program Aplikasi Informatika 

 

Kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang telah ditetapkan oleh 

Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah 

Kabupaten/Kota 
 

 

Kegiatan Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah 

Kabupaten/Kota 
 

3 

 

Program Penyelenggaran Statistik 

Sektoral 
 

 

Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Pemerintah 

Daerah Kabupaten/Kota 
 

4 

 

Program Penyelenggaraan 

Persandian untuk Pengamanan 

Informasi 
 

 

Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi 

Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 
 

5 

 

Program Penunjang Urusan 

Pemerintah Daerah 

Kabupaten/Kota 
 

 

Kegiatan  Administrasi Keuangan Pemerintah Daerah Perkantoran 
 

 

Kegiatan  Administrasi Umum Pemerintah Daerah 
 

 

Kegiatan  Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 

Pemerintah Daerah 
 

 

Kegiatan  Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 
 

 

Kegiatan  Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 

Pemerintah Daerah 
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BAB III 

AKUNTABILITAS KINERJA 

 

3.1 Capaian Kinerja Organisasi 

Sebagai perwujudan akuntabilitas Laporan Kinerja Dinas Komunikasi dan 

Informatika Kota Batam Tahun Anggaran 2021, maka pada bab ini menguraikan target dan 

realisasi kinerja tahun ini, berbanding antara  realisasi kinerja serta capaian kinerja antara 

tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir, análisis penyebab 

keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang 

telah dilakukan, análisis dan efisiensi penggunaan sumber daya, dan serta análisis 

program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian 

perjanjian kinerja. Dari hasil pengumpulan data selanjutnya dilakukan kategorisasi kinerja 

(penentuan posisi) sesuai dengan tingkat capaian kinerja yaitu: 

Tabel 3.1 
Perjanjian Kinerja 

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam 
 

No Interval Nilai Realisasi Kinerja Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja 

1. 91 ≤ 100 Sangat Baik 

2. 76 ≤ 90 Tinggi 

3. 66 ≤ 75 Sedang 

4. 51 ≤ 65 Rendah 

5. ≤ 50 Sangat Rendah 

 

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Dinas 

Komunikasi dan Informatika Kota Batam dilakukan dengan membandingkan antara target 

kinerja dengan realisasi kinerja. Indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan 

dan sasaran strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam beserta target dan 

capaian realisasinya dirinci sebagai berikut: 
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Tabel 3.2 
Perjanjian Kinerja 

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam 
 

No Sasaran/Program Indikator Kinerja Satuan Target 
Realisasi 

TW IV 
% 

1. Meningkatnya 
penyelenggaraan 
pemerintahan dan 
pelayanan publik 
yang baik dan 
transparan berbasis 
data perencanaan 
pembangunan 
daerah dan TIK 

Persentase data penyelenggaraan 
pemerintahan dan pelayanan publik 
yang terintegrasi 

% 77% 83.33% 100 

Persentase Layanan Pemerintahan 
dan Layanan Publik yang 
memanfaatkan teknologi Informasi 

% 77% 83.33% 100 

Persentase Perangkat Daerah yang 
Telah Menggunakan Sandi Dalam 
Komunikasi Perangkat Daerah 

% 50% 50% 100 

Nilai Keterbukaan Informasi Publik 
bagi Badan Publik Level 
Kabupaten/Kota 

Nilai  90 91 100 

Persentase Kepuasan Masyarakat 

yang Memperoleh Layanan Informasi 

% 85% 83% 97.64 

Persentase pemenuhan data statistik 
sektoral dalam perencanaan 
pembangunan daerah 

% 100% 100% 100 

 

3.2 Realisasi Anggaran 

Pada tahun anggaran 2021, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam memiliki 

total anggaran sebesar Rp. 18.747.925.744,-. Dimana rincian dan realisasi anggaran 

tersebut dapat dilihat pada tabel berikut : 

Tabel 3.3 
Realisasi Anggaran 

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam 
 

Program Anggaran Realisasi % 

Urusan Pemerintahan Bidang 

Komunikasi dan Informatika 

Rp 18.671.127.744,00 17.213.690.778,00 92,19 

1. Program Penunjang Urusan 

Pemerintahan Daerah  

Kabupaten/Kota 

Rp 
 

7.587.742.904,00   6.694.008.092,00 88,22 

2. Program Informasi dan  

Komunikasi Publik 

Rp 6.722.335.840,00 6.593.466.114,00 98,08 

3. Program Aplikasi Informatika 

 

Rp 4.361.049.000,00 3.926.216.572,00 90,03 
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Program Anggaran Realisasi % 

Urusan Pemerintahan 

BidangStatistik 

Rp 11.005.000,00 11.005.000,00 100 

1. Program Penyelenggaraan 

Statistik Sektoral 

Rp 11.005.000,00 11.005.000,00 100 

Urusan Pemerintahan Bidang 

Persandian  

Rp 65.793.000,00 59.854.535,00 90,97 

1. Program Penyelenggaraan 

Persandian untuk Pengamanan 

Informasi 

Rp 65.793.000,00 59.854.535,00 90,97 

T O T A L Rp 18.747.925.744,00 17.284.550.313,00 92,19 

 

3.3 Evaluasi Kinerja 

Dari perhitungan yang telah dilakukan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa 

kinerja sasaran “ Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik 

yang baik dan transparan berbasis data perencanaan pembangunan daerah dan TIK” 

berdasarkan indikator sasaran hanya terdapat 1 (satu) indikator saja yang tidak mencapai 

target 100 %. Jadi secara keseluruhan untuk sasaran strategis Dinas Komunikasi dan 

Informatika Kota Batam BERHASIL dengan KINERJA SANGAT BAIK. Faktor – faktor yang 

menunjang keberhasilan tersebut yaitu : 

1. Komitmen Pemerintah Kota Batam dalam penyelenggaraan urusan komunikasi dan 

Informatika pada tahun 2021. 

2. Ketersediaan infrastruktur Teknologi informasi yang memadai. 

3. Ketersediaan tenaga programmer yang handal sehingga sangat mendukung dalam 

pembangunan aplikasi layanan publik di Pemerintah Kota Batam. 

4. Ditambah dengan perkembangan era digitalisasi sekarang semakin banyak 

masyarakat yang dapat mengakses teknologi secara langsung, baik melalui perangkat 

Handphone ataupun perangkat lainnya. 

Selain faktor-faktor yang menunjang keberhasilan, faktor penghambat yang muncul 

selama ini yaitu bahwa perangkat daerah yang menginisasi aplikasi layanan publik tertentu 

tidak mengelola operasional aplikasi secara optimal, masih sangat tergantung dengan 

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam. 

Keberhasilan pencapaian kinerja sasaran didukung oleh keberhasilan pencapaian 

kinerja program yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kata Batam. 
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Dari kelima program yang memuat enam indikator program, dinyatakan BERHASIL 

dengan memiliki capaian sebesar hampir 100%. 

1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota mempunyai 

indikator program tersedianya administrasi perkantoran yang menunjang tugas pokok 

dan fungsi Perangkat Daerah yang seluruhnya mencapai target yang telah ditetapkan. 

Capaian kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 

tahun 2020 dan 2021 disajikan dalam tabel berikut : 

Tabel 3.3 
Perbandingan Kinerja Program Penunjang Urusan 

Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 
 

No Program 
Indikator Kinerja 

Program 

Tahun 2020 Tahun 2021 

Target Realisasi Capaian Target Realisasi Capaian 

1 Program 

Penunjang 

Urusan 

Pemerintah

an Daerah 

Kabupaten/

Kota 

Tersedianya 

administrasi 

perkantoran yang 

menunjang tugas 

pokok dan fungsi 

Perangkat Daerah 

63 63 100 68 68 100 

 

Penjelasan tabel 3.3 sebagai berikut : 

“Tersedianya administrasi perkantoran yang menunjang tugas pokok dan fungsi 

Perangkat Daerah” 

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam melalui Bidang Sekretariat 

melaksanakan : 

1. Pengelolaan dan pengendalian pelaksanaan APBD di lingkungan Dinas 

Komunikasi dan Informatika selama 1 tahun anggaran. 

2. Menyusun dokumen perencanaan Dinas Komunikasi dan Informatika. 

3. Melakukan pelaporan Akuntabiltas Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam, 

sekaligus melaporkan juga kepada Kementerian terkait (Kemendagri, Kemen 

PAN-RB, dll) baik secara manual ataupun aplikasi. 
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4. Melakukan kegiatan yang bersifat peningkatan kelembagaan seperti 

- Peningkatan aparatur melalui diklat 

- Peningkatan pengadaan dan pemeliharaan barang milik daerah di Dinas 

Komunikasi dan Informatika Kota Batam 

2) Program Informasi dan Komunikasi Publik 

Program Informasi dan Komunikasi Publik mempunyai indikator program : Tingkat 

Kepuasan masyarakat terhadap layanan informasi yang seluruhnya mencapai target 

yang telah ditetapkan. 

Capaian kinerja Program Informasi dan Komunikasi Publik tahun 2020 dan 2021 

disajikan dalam tabel berikut : 

Tabel 3.4 

Perbandingan Kinerja Program Informasi dan Komunikasi Publik 
 

No Program 
Indikator Kinerja 

Program 

Tahun 2020 Tahun 2021 

Target Realisasi Capaian Target Realisasi Capaian 

1 Program 

Informasi 

dan 

Komunikasi 

Publik 

tingkat kepuasan 

masyarakat terhadap 

layanan informasi 

85% 85% 100% 85% 83% 96% 

 

Penjelasan tabel 3.4 sebagai berikut : 

“Tingkat Kepuasan masyarakat terhadap layanan informasi” 

Penghitungan capaian kinerja Program Informasi dan Komunikasi Publik tersebut 

didapat dari survey online melalui website mediacenter.batam.go.id. Capaian 83% di 

Tahun 2021 menggambarkan bahwa kepuasan masyarakat atas layanan informasi 

Dinas Komunikasi dan Informatika adalah baik. 

 

Program Informasi dan Komunikasi Publik dilaksanakan oleh Bidang Komunikasi dan 

Kehumasan bersama Bidang Pengelolaan Informasi Publik dan Persandian. Adapun 

kinerja yang terlaksana melalui Program Informasi dan Komunikasi Publik di Tahun 

2021 adalah : 



 23 

1. Melaksanakan publikasi dan diseminasi informasi pembangunan daerah dalam 

bentuk penerbitan berita sebanyak 2.700 kali melalui kerjasama dengan media 

komunikasi publik milik swasta (media cetak, media online, dan media elektronik). 

2. Melaksanakan pemantauan website OPD yang aktif dan diperbaharui datanya 

sesuai siklus dengan status 41 Webiste OPD yang aktif dari 44 OPD. 

3. Menerbitkan dan menyebarluaskan dokumentasi kegiatan Pemerintah Daerah 

dalam bentuk 84 konten (Video, Foto, dll). 

4. Mendokumentasikan 5 event besar Pemerintah Kota Batam di Tahun 2021. 

5. Membuat 1 (satu) video profil Pemerintah Kota Batam. 

6. Mengelola secara aktif 5 (lima) media komunikasi publik milik Pemerintah Kota 

Batam, yaitu : website mediacenter.batam.go.id, akun Facebook Media Center 

Pemerintah kota Batam, akun instagram Media Center Batam, akun youtube Media 

Center batam, dan akun twitter Media Center Batam. 

7. Melakukan 10 (sepuluh) kali pengemasan konten nasional menjadi konten lokal. 

8. Membuat 1.250 konten lokal dan didiseminasikan melalui 5 (lima) media 

komunikasi publik milik Pemerintah Kota Batam. 

9. Melaksanakan verifikasi bahan informasi publik sebanyak 41 kali. 

10. Melaksanakan pelayanan NTPD 112 dan pemantauan CCTV Kota Batam selama 

24 jam sehari sepanjang tahun 2021 dan sebanyak 85 kejadian yang diteruskan 

ke instansi yang berwenang dari total 85 kejadian yang dilaporkan.  

11. Menindaklanjuti sebanyak 118 pengaduan masyarakat dari total 188 Pengaduan 

masyarakat melalui aplikasi SP4N lapor. 

 

3) Program Aplikasi Informatika 

Program Aplikasi Informatika mempunyai indikator program : jumlah data yang 

terintegrasi, pelayanan pemerintahan dan pelayanan publik berbasis online yang 

seluruhnya mencapai target yang telah ditetapkan. 

Capaian kinerja Program Aplikasi Informatika tahun 2020 dan 2021 disajikan dalam 

tabel berikut : 
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Tabel 3.5 

Perbandingan Kinerja Program Aplikasi Informatika 
 

No Program 
Indikator Kinerja 

Program 

Tahun 2020 Tahun 2021 

Target Realisasi Capaian Target Realisasi Capaian 

1 Program 

Aplikasi 

Informatika 

jumlah data yang 

terintegrasi, 

pelayanan 

pemerintahan dan 

pelayanan publik 

berbasis online 

72% 72.73% 100% 77% 83.33% 107% 

 

Penjelasan tabel 3.5 sebagai berikut : 

Indikator : “Jumlah data yang terintegrasi, pelayanan pemerintahan dan pelayanan 

publik berbasis online” 

Capaian 83,33% dari Target 77% di Tahun 2021 dapat dijelaskan pada tabel berikut : 

No Jenis Layanan SPBE Target Tahun 2021 Realisasi Tahun 2021 Keterangan 

 PEMERINTAHAN    

1 Perencanaan √ √ (Aplikasi EGOV, 

SIPD) 

 

2 Penganggaran √ √ (SIPD, SIPKD)  

3 Keuangan √ √ (SIPKD, E-Billing, 

E-BPHTB) 

 

4 Pengadaan Barang 

dan Jasa 

√ √ (LPSE)  

5 Kepegawaian √ √ (SIMPEG)  

6 Kearsipan √ √ (Sistem Informasi 

Kerasipan Kota 

Batam) 

 

7 Pengelolaan Barang 

Milik Daerah 

√ √ (Siap-BMD)  

8 Pengawasan √ √ (Buku Tamu, 

Patroli) 

 

9 Akuntabilitas Kinerja √ √ (e-Kinbang)  

10 Layanan Lainnya √ √ (email batam.go.id)  

 PUBLIK    
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No Jenis Layanan SPBE Target Tahun 2021 Realisasi Tahun 2021 Keterangan 

11 Pendidikan √ √ (Aplikasi 

Perpustakaan Kota 

Batam, EASY) 

 

12 Pengajaran - -  

13 Pekerjaan dan Usaha √ √ (SIJAKON)  

14 Tempat Tinggal √ √ (disdukcapilbisa)  

15 Komunikasi dan 

Informasi 

√ √ (Portal batam.go.id, 

Sistem Antrian) 

 

16 Lingkungan Hidup √ √ (SILH)  

17 Kesehatan - -  

18 Jaminan Sosial √ √ ( Website Covid-19)  

19 Energi - -  

20 Perbankan - -  

21 Perhubungan - √ EASY (PTSP 

Online) 

Tidak ditargetkan, 

tapi tercapai karena 

ada Aplikasi EASY 

22 Sumber Daya Alam - -  

23 Pariwisata - √ EA   SY (PTSP 

Online) 

Tidak ditargetkan, 

tapi tercapai karena 

ada Aplikasi EASY 

24 Sektor Layanan 

Lainnya 

√ √ EASY (PTSP 

Online) 

 

 

Capaian Kinerja Bidang Pengelolaan E-government dalam melaksanakan Program 

Aplikasi Informatika telah melaksanakan berbagai kinerja berikut : 

1. Memfasilitasi 1 (satu) integrasi aplikasi yaitu antara aplikasi Dinas PM & PTSP 

(Easy) dengan Aplikasi BAPENDA (E-PBB)   

2. Mengimplementasikan 35 aplikasi informatika yang memenuhi kriteria dan 

peraturan yang berlaku  

3. Persentase Uptime email batam.go.id sebesar 97%  

4. Mengelola layanan internet 13 OPD yang terintegrasi dengan jaringan Dinas 

Kominfo 

5. Memonitoring dan memelihara infrastruktur TIK di 34 Titik 

6. Mengelola Bandwidth sebesar 230 Mbps di lingkungan Pemerintah Kota Batam 
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7. Membuat dan melaksanakan 1 (satu)  Peraturan E-Governement yaitu Peraturan 

Walikota Batam Nomor 40 tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis 

Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kota Batam 

8. Mengikutsertakan 4 orang pegawai dalam sertifikasi GCIO dan 2 orang pegawai dalam 

sertifikasi CND dengan menggunakan anggaran dari BKPSDM 

Layanan fasilitasi pelaksanaan video conference sebanyak 97 kali dan Live Streaming 

Youtube sebanyak 9 kali. 

 

4) Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral 

Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral mempunyai indikator program 

Peresentase pemenuhan data statistik sektoral dalam perencanaan pembangunan 

daerah yang seluruhnya mencapai target yang telah ditetapkan. 

Capaian kinerja Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral tahun 2020 dan 2021 

disajikan dalam tabel berikut : 

Tabel 3.6 

Perbandingan Kinerja Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral 
 

No Program 
Indikator Kinerja 

Program 

Tahun 2020 Tahun 2021 

Target Realisasi Capaian Target Realisasi Capaian 

1 Program 

Penyelengg

araan 

Statistik 

Sektoral 

Persentase 

pemenuhan data 

statistik sektoral 

dalam perencanaan 

pembangunan 

daerah 

100

% 

100% 100% 100

% 

100% 100% 

 

Penjelasan tabel 3.6 sebagai berikut : 

“Persentase pemenuhan data statistik sektoral dalam perencanaan pembangunan 

daerah” 

Capaian program penyelenggaraan statistik sektoral di tahun 2021, dapat dijelaskan 

dalam tabel berikut : 
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NO SASARAN/KEGIATAN INDIKATOR SATUAN TARGET REALISASI 

1. Penyelenggaraan 
Statsistik Sektoral di 
Lingkup Daerah 
Kabupaten/Kota 
 

Jumlah data 

statistik sektoral 

yang terkumpul 

melalui survey 

            

Jumlah data yang 

terkumpul melalui 

kerjasama antar 

instansi 

 

Jumlah dokumen 

hasil analisis dan 

pengolahan data 

statistik sektoral 

Data 
 
 
 
 
 
Data 
 
 
 
 
 
 
Dokumen 
 
 

1 data 
 
 
 
 

 
 21 data 
 
 
 
 
 
 
1 dokumen 

1 data 
 
 
 
 
 
22 Data 
 
 
 
 
 
 
1 dokumen 

2. Terlaksananya 
pengolahan dan analisis  
data Statistik Sektoral 
Sektor Sosial, Ekonomi, 
Politik, Hukum dan HAM 

Jumlah data 
statistik sektoral 
yang tersedia dari 
seluruh OPD 

 
Jumlah data 
statistik sektoral 
yang diolah dan 
dianalisis 
 

Elemen 
Data 
 
 
 
 
 
Tabel Data 

21 Elemen 
Data 
 
 
 
 
 
160 Tabel 
Data 
 

22 Data 
 
 
 
 
 
 
260 Tabel 

3. Terlaksananya Hubungan 
kerja dengan OPD, 
Pemerintah Propinsi dan 
Pemerintah Pusat 

Jumlah Kerjasama 
antar instansi 
 

Kerjasama 1 kerjasama 1 kerjasama 

4. Terlaksananya 
Diseminasi Data dan 
Informasi Statistik 
Sektoral 
 

Jumlah diseminasi 
data statistik 
 

Kali 12 kali 

diseminasi 

11 kali 

diseminasi 

5. Menghimpun, mengolah 
dan menganalisa data 
serta penyajian data hasil 
kegiatan Seksi 
Kerjasama Penerangan 
Statistik Sektoral 

Jumlah Data yang 

disajikan 

Data 24 data 24 data 

 

 

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam melalui Bidang Statistik dalam 

melaksanakan Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral pada Tahun 2021 

menghasilkan kinerja sebagai berikut : 
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1. Mengumpulkan data statistik sektoral melalui survey, yaitu survei Kepuasan Masyarakat 

pada Unit Layanan Informasi Diskominfo 

2. Mengumpulkan data melalui kerjasama antar instansi, yaitu data: 

a. Geografis 

b. Pemerintahan 

c. Kepegawaian Daerah 

d. Keuangan Daerah 

e. Kependudukan 

f. Kesehatan 

g. Pendidikan 

h. Sosial dan Kesejahteraan Masyarakat 

i. Perikanan 

j. Ketahanan Pangan dan Pertanian 

k. Koperasi 

l. Tenaga Kerja 

m. Perindustrian dan Perdagangan 

n. Pertanahan 

o. Pariwisata 

p. Perhubungan 

q. Lingkungan Hidup 

r. Kepemudaan dan Olahraga 

s. Infratruktur 

t. Investasi dan Penanaman Modal 

u. Perpustakaan dan Kearsipan 

3. Menghimpun, mengolah, menganalisa dan menyajikan data Statistik Sektoral Pemerintah 

Kota Batam 

4. Menerbitkan buku Statistik Sektoral Pemerintah Kota Batam Tahun 2021  

5. Melaksanakan kerjasama antar instansi yaitu dengan BPS Kota Batam 

6. Melaksanakan 11 (sebelas) kali diseminasi data statistik, bekerjasama dengan BPS Kota 

Batam. 
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5) Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi  

Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi mempunyai 

indikator program persentase perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam 

komunikasi perangkat daerah yang seluruhnya mencapai target yang telah ditetapkan. 

Capaian kinerja Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi 

tahun 2020 dan 2021 disajikan dalam tabel berikut : 

Tabel 3.7 

Perbandingan Kinerja Program Penyelenggaraan Persandian untuk 
Pengamanan Informasi 

 

No Program 
Indikator Kinerja 

Program 

Tahun 2020 Tahun 2021 

Target Realisasi Capaian Target Realisasi Capaian 

1 Program 

Penyelengg

araan 

Persandian 

untuk 

Pengamana

n Informasi 

Persentase 

perangkat daerah 

yang telah 

menggunakan sandi 

dalam komunikasi 

perangkat daerah 

15% 9% 60% 50% 50% 100% 

 

Penjelasan tabel 3.7 sebagai berikut : 

Capaian 50% dari Indikator Persentase perangkat daerah yang telah menggunakan 

sandi dalam komunikasi perangkat daerah, dapat diuraikan dalam tabel berikut  

 

Tabel 3.8 

Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Sandi dalam Komunikasi Perangkat Daerah 

        

No Perangkat Daerah Alamat Website (yang telah diamankan) Keterangan 

1 
DINAS KOMUNIKASI DAN 
INFORMATIKA 

https://kominfo.batam.go.id/  

terlaksana 

2 SEKRETARIAT DPRD  https://dprd.batam.go.id/  terlaksana 

3 
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN 
DAN ASET DAERAH 

https://bpkad.batam.go.id/  

terlaksana 

4 BAGIAN PROTOKOL  https://bagprotokol.batam.go.id/  terlaksana 

5 
DINAS KEPENDUDUKAN DAN 
CATATAN SIPIL  

https://disdukcapil.batam.go.id/ 

terlaksana 

6 
DINAS KEBUDAYAAN DAN 
PARIWISATA 

https://disbudpar.batam.go.id/  

terlaksana 

https://kominfo.batam.go.id/
https://kominfo.batam.go.id/
https://kominfo.batam.go.id/
https://dprd.batam.go.id/
https://dprd.batam.go.id/
https://bpkad.batam.go.id/
https://bpkad.batam.go.id/
https://bpkad.batam.go.id/
https://bagprotokol.batam.go.id/
https://bagprotokol.batam.go.id/
https://disdukcapil.batam.go.id/
https://disdukcapil.batam.go.id/
https://disdukcapil.batam.go.id/
https://disbudpar.batam.go.id/
https://disbudpar.batam.go.id/
https://disbudpar.batam.go.id/


 30 

7 
BADAN PERENCANAAN & PENELITIAN 
PENGEMBANGAN PEMBANGUNAN 
DAERAH 

https://bapelitbangda.batam.go.id/  

terlaksana 

8 
BADAN KEPEGAWAIAN DAN 
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA 
MANUSIA  

https://bkpsdm.batam.go.id/  

terlaksana 

9 
BADAN KESATUAN BANGSA DAN 
POLITIK  

https://bakesbangpol.batam.go.id/  

terlaksana 

10 
BAGIAN PEMERINTAHAN DAN 
OTONOMI DAERAH 

https://bagpemotda.batam.go.id/  

terlaksana 

11 BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT  https://bagkesra.batam.go.id/  terlaksana 

12 BAGIAN KERJASAMA https://bagkerjasama.batam.go.id/  terlaksana 

13 BAGIAN HUKUM https://baghukum.batam.go.id/  terlaksana 

14 BAGIAN INFRASTRUKTUR https://baginfras.batam.go.id/  terlaksana 

15 
BAGIAN ADMINISTRASI 
PEMBANGUNAN 

https://bagadminbang.batam.go.id/  

terlaksana 

16 
BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN 
JASA 

https://bagpbj.batam.go.id/  

terlaksana 

17 BAGIAN UMUM  https://bagumum.batam.go.id/  terlaksana 

18 BAGIAN ORGANISASI https://bagorganisasi.batam.go.id/  terlaksana 

19 DINAS PENDIDIKAN https://disdik.batam.go.id/ terlaksana 

20 DINAS KESEHATAN https://dinkes.batam.go.id/  terlaksana 

21 
DINAS PENANAMAN MODAL DAN 
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  

https://dpmptsp.batam.go.id/  

APBD Perubahan 
Tahun 2021 

22 
BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN 
RETRIBUSI DAERAH 

https://bpprd.batam.go.id/  

APBD Perubahan 
Tahun 2021 

23 
DINAS KOMUNIKASI DAN 
INFORMATIKA 

https://mediacenter.batam.go.id/  

APBD Perubahan 
Tahun 2021 

 

 

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam melalui Bidang melaksanakan 

Pengelolaan Informasi Publik dan Persandian pada tahun 2021 melaksanakan urusan 

Persandian dengan menghasilkan capaian kinerja sebagai berikut : 

1. Membuat 1 (satu) peraturan/ SOP terkait Keamanan Informasi yaitu SOP 

Pendaftaran Penerbitan Sertifikat Elektronik 

2. Mengirim 1 ASN untuk pelatihan Pelatihan Teknis Vulnerability Assessment 

Analyst. 

3. Pengadaan 1 perangkat lunak yaitu cloud E-sign. 

4. Mengamankan 20 Web menggunakan sertifikat SSL dan melakukan scan terhadap 

website kerawanan dengan resiko rendah  

https://bapelitbangda.batam.go.id/
https://bapelitbangda.batam.go.id/
https://bapelitbangda.batam.go.id/
https://bapelitbangda.batam.go.id/
https://bkpsdm.batam.go.id/
https://bkpsdm.batam.go.id/
https://bkpsdm.batam.go.id/
https://bkpsdm.batam.go.id/
https://bakesbangpol.batam.go.id/
https://bakesbangpol.batam.go.id/
https://bakesbangpol.batam.go.id/
https://bagpemotda.batam.go.id/
https://bagpemotda.batam.go.id/
https://bagpemotda.batam.go.id/
https://bagkesra.batam.go.id/
https://bagkesra.batam.go.id/
https://bagkerjasama.batam.go.id/
https://bagkerjasama.batam.go.id/
https://baghukum.batam.go.id/
https://baghukum.batam.go.id/
https://baginfras.batam.go.id/
https://baginfras.batam.go.id/
https://bagadminbang.batam.go.id/
https://bagadminbang.batam.go.id/
https://bagadminbang.batam.go.id/
https://bagpbj.batam.go.id/
https://bagpbj.batam.go.id/
https://bagpbj.batam.go.id/
https://bagumum.batam.go.id/
https://bagumum.batam.go.id/
https://bagorganisasi.batam.go.id/
https://bagorganisasi.batam.go.id/
https://disdik.batam.go.id/
https://disdik.batam.go.id/
https://dinkes.batam.go.id/
https://dinkes.batam.go.id/
https://dpmptsp.batam.go.id/
https://dpmptsp.batam.go.id/
https://dpmptsp.batam.go.id/
https://bpprd.batam.go.id/
https://bpprd.batam.go.id/
https://bpprd.batam.go.id/
https://kominfo.batam.go.id/
https://kominfo.batam.go.id/
https://mediacenter.batam.go.id/
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5. Mengamankan 8 jenis informasi yang wajib diamankan dengan persandian sesuai 

peraturan perundang-undangan. 

6. Mengamankan 1 konten informasi yang wajib diamankan dengan persandian. 

7. Mengamankan jenis informasi yang masuk dan keluar ke OPD yang wajib 

diamankan berjumlah 2 OPD 

8. Memberikan dukungan pengamanan informasi terhadap 1 kegiatan penting yaitu 

rapat tahunan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam. 

9. Melakukan sosialisasi tentang Tanda Tangan Elektronik sebagai verifikator 

Sertifikat Elektronik BSRE. 

10. Melakukan monitoring email Sanapati untuk berita masuk ke pimpinan. 

 

 

 

  








